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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat
Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta tak
lupa teriring salam dan doa bagi junjungan kita Baginda Rasulullah
Muhammad SAW;, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan judul
“Hukum Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah, Studi Kasus Revitalisasi

Lapangan Karebosi”.

Pengaturan pemanfaatan ruang bawah tanah di Karebosi
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan kewenangannya.
Kemudian pemanfaatan ruang bawah tanah mengacu pula pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
beserta dengan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2005. Selain peraturan tersebut, pemanfaatan ruang
bawah tanah dapat pula mengacu pada Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Perjanjian kerjasama yang
digunakan Pemerintah Kota Makassar dalam pemanfaatan ruang
bawah tanah di Karebosi adalah inklud di dalam Perjanjian Kerjasama
Antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Tosan Permai tentang
Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi.
Bentuk kerjasama yang dipilih sebagaimana termaktub dalam
perjanjian kerjasama adalah Bangun Guna Serah. Alasannya adalah
bahwa Pemerintah Kota Makassar memerlukan perubahan dan
perbaikan yang signifikan terhadap Lapangan Karebosi agar dapat
memberikan manfaat yang lebih bagi seluruh warga masyarakar serta
tidak tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah untuk melakukan kegiatan yang dimaksud.
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Dalam penyusunan buku ini, penulis telah banyak mendapatky,

ai pihak, baik dalam bentuk moril maupun dafyy,

bentuk materiil. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati,

penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapap

terima kasih y

ang tak terhingga atas segala bentuk dukungan yang tela}

diberikan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan

terima kasih kepada :
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vi

Istri tercinta, Rastiawaty, S.H., M.H. dan anak-anak tersayang :
Raisha Yasmin Assania dan Innar Faiza Syahrani atas pengertian,

dukungan dan pengorbanan lahir dan bathin yang diberikan secara
tulus dan ikhlas. - =0

Kedua orang tua yang tersayang dan tercinta, Ayahanda H. Muh.
Yasin Ali dan Ibunda Hj. Aripa dan kedua mertua H. Gunawan
Tongasa, BE dan Hj. Hanifa Toundu Rahimahullah, serta saudara-
saudara penulis : Paika Alrif, Ishak Alrif, H. Syaharuddin Alrif,
§.S0s., MM., Adeamin Alrif dan Fatma Intan Alrif, S.E., serta
seluruh keluarga atas dukungan dan doa restu yang tidak ternilai.

Kyoshi Prof. Dr. Achmad'Ali; S.H.;, M.H. Rahimahullah dan
Shihan Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku guru Karate di
Perguruan Karatedo Gojukai Indonesia, dosen, orang tua dan
sahabat, yang tak henti-hentinya membimbing dan memberikan

Petunjuk dalam segala hgl kepada penulis.
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tidak terlepas
dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sebagaimana pepatah
mengatakan tak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan
penulis karena masih terbatasnya peengetahuan dan kemampuan
penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik
dan saran yang konstruktif bagi penyempurnaan buku ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat membawa

manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan
Hukum Agraria pada khususnya.

Makassar, 9 November 2020
Wassalam,

- Ismail Alrip .
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Anda ingat dengan reV|taI|sa51 Karebosi di kota Makassar?. Tentu ini
tidak dapat dilupakan, karena Karebosi adalah salah satu jantung

sejarah kota Daeng. Revitalisasi itu menimbulkan polemik, karena ada &

pemanfaatan ruang bawah tanah. Penulis buku ini menyingkap secara | =
| detail aspek hukum revitalisasi Karebosi dan pemanfaatan atas tanah f 8
lapang'ini. Buku ini mengungkap bahwa dalam pemanfaatan ruang | f
| bawah tanah di Karebosi oleh PT. Tosan Permai Lestari menerapkan ; —
| konsep strata title. Jika menyimak pengaturan tentang strata title dan i”%
kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah, maka '?g,%‘yf\

pemanfaatan ruang bawah tanah di Karebosi tidak dapat menggunakan
pengaturan tentang strata title dan hak-hak atas tanah, karena:

vosd A Al

| Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, Kewenangan yang
! diberikan kepada pemegang hak-hak atas nama tidak dapat
menjangkau pengaturan ruang bawah tanah yang ada di Karebosi, |
Belum diterbitkan hak atas tanah atas lahan di Karebosi, Pengaturan |

pdr
AHARERY
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ISMAILALRIP, S.H., M.Kn, adalah Dosen.pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin. Lahir di Larumpu - Sidrap, 27 Januari b
1972. Menyelesaikan SD, SMP, SMA di Kabupaten Sidenreng \
Rappang, Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas | |
- Hasanuddin dan Magister Kenotariatan di kampus yang sama.
Tahun 1997-2005 menjadi Karyawan PT. Baruga Asrinusa
Development (KALLA GROUP), Pengembang Kawasan Bukit
Baruga sebagai Kepala Pembebasan Tanah, HRD dan Estate i
Management, dan Legal; dan tahun 2008-2013 menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis ]
Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis juga adalah Direktur
Kantor Hukum Global Mizan Makassar, serta wasit dan pengurus pusat Karate-Do
GojukaiIndonesia. Selain itu, penulis adalah pengurus ICMI Sulawesi Selatan
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